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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, yang telah dilakukan peneliti 

dengan menggunakan variabel – variabel independen (PKP Terdaftar, SSP, SPT 

Masa Kurang Bayar, STP, dan SKPKB) terhadap variabel dependen (Penerimaan 

PPN) maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. PKP terdaftar berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN. Dari hasil 

pengujian menunjukan bahwa nilai koefisien bertanda positif. Dengan kata 

lain semakin banyak wajib pajak yang mengukuhkan diri sebagai PKP, maka 

semakin besar realisasi penerimaan PPN. Dengan bertambahnya jumlah PKP 

yang terdaftar maka akan menambah potensi penyerahan barang dan jasa kena 

pajak. Sehingga akan menambah pengaruh terhadap PPN pada Kota Boyolali. 

2. SSP berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN. Dari hasil pengujian 

menunjukan bahwa nilai koefisien bertanda positif. Dapat dijelaskan bahwa 

dengan semakin banyaknya SSP yang disetorkan oleh PKP, maka akan 

semakin besar pengaruh terhadap penerimaan PPN. 

3. SPT Masa Kurang Bayar tidak berpengaruh terhadap Penerimaan PPN. Hal ini 

disebabkan karena jumlah SPT Masa Kurang Bayar jauh lebih kecil dari total 

SPT Masa yang dilaporkan. Selain itu juga jumlah SPT Masa Kurang Bayar  

lebih kecil dibandingkan dengan SPT Nihil dan SPT Lebih Bayar, dari hasil 
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yang sangat kecil tersebut sehingga tidak memiliki pengaruh pada Penerimaan 

PPN. 

4. STP berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN. Dari hasil pengujian 

menunjukan bahwa nilai koefisien bertanda negatif. STP diterbitkan bagi PKP 

yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebagian besar PKP yang 

tidak memenuhi kewajiban perpajakannya tersebut merupakan PKP yang 

bermasalah. PKP yang bermasalah biasanya dicirikan dengan: (1) PKP yang 

tidak dapat ditemukan lagi keberadaannya, (2) PKP yang tidak mempunyai 

harta atau kekayaan lagi, dan (3) PKP yang bubar, tetapi tidak lapor. Dari data 

yang diperoleh ada sekitar 40% ( empat puluh persen) PKP yang bermasalah. 

Oleh karena itu, presentase untuk penagihan STP sangat kecil sehingga 

berdampak pada penerimaan realisasi PPN. 

5. SKPKB tidak berpengaruh terhadap Penerimaan PPN. Hasil pemeriksaan dari 

SKP kurang lebih hanya menghasilkan 5% (lima persen) SKPKB, SKPLB, 

dan SKPN. Dari jumlah yang sangat kecil itulah sehingga SKPKB tidak 

memiliki pengaruh pada penerimaan PPN. 

6. PKP Terdaftar, SSP, SPT Masa Kurang Bayar, STP, dan SKPKB berpengaruh 

secara simultan dan signifikan terhadap penerimaan PPN. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin aktif PKP  menjalankan aktivitas kewajiban 

perpajakannya dengan disertai pengawasan oleh fiskus, maka semakin besar 

pengaruh terhadap penerimaan PPN. 
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5.2. Keterbatasan Penelitian 

 Penelitian yang dilakukan oleh memiliki beberapa keterbatasan yang dapat 

mempengaruhi hasil akhir penelitian, antara lain : (1) Hanya menggunakan data 

pada satu KPP saja, yaitu KPP Pratama Boyolai ; (2) Variabel yang digunakan 

masih sedikit yakni 5 variabel saja. 

 

5.3. Saran 

 Dari keterbatasan yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti memberikan 

saran kepada penelitian selanjutnya untuk : (1) melakukan penelitian lebih dari 

satu KPP sehingga hasil dari penelitian dapat memiliki ruang lingkup yang luas ; 

(2) Menambahkan variabel baru pada penelitian agar dapat lebih memperjelas 

faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan PPN. 
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